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ABSTRAK

Salah satu tujuan dan didirikannya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia adalah untuk
melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Dalam menjalankan fungsi
pengaturan dan pengawasan, Otoritas jasa Keuangan sangat tergantung pada
perundang-undangan yang terkait beserta aturan pelaksanaannya, oleh karenanya
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Otoritas Jasa Keuangan harus selalu
dijaga dengan adanya perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan khususnya
bank yang diberikan oleh Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
Tujuan penelitian ini adalah akan menjawab permasalahan bagaimana penerapan
wewenang dan tanggung jawab hukum Ototritas Jasa Keuangan dalam mewujudkan
perlindungan konsumen jasa keuangan bank, serta bagaimana kelemahan pengaturan
wewenang dan tanggungjawab hukum Otortias Jasa keuangan tersebut dan
bagaimana konsep ideal pengaturan tanggung jawab hukum Otoritas Jasa Keuangan
dalam melindungi konsumen jasa keuangan bank.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) atau
disebut juga penelitian kepustakaan (library research), dengan bentuk penelitian
berupa penelitian preskriptif, yaitu untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa
yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.
Hasil penelitian menunjukkan ketentuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
terkait dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen masih banyak
menemui kendala, dikarenakan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan memiliki
beberapa kelemahan. Pertama, UU Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi sumber
hukum utama perlindungan konsumen sehingga menimbulkan dualisme hukum
perlindungan konsumen. Kedua, UU OJK tidak bisa disebut Undang-Undang yang
ideal karena masih harus disinkronkan dengan ketentuan yang ada di Undang-
Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia dikarenakan masih banyak
terdapat kompleksitas pengaturan antar undang-undang. Ketiga, Konsep ideal
pengaturan wewenang dan tanggung jawab hukum Otoritas Jasa Keuangan harus
berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan menjadikan
undang-undang Otoritas Jasa Keuangan menjadi sumber hukum utama dalam
perlindungan konsumen jasa keuangan bank serta diperlukan penyempurnaan agar
Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia bisa lebih fokus menangani jasa keuangan bank.
Untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang berkepastian hukum
berbasis keadilan konsumerisme dimasa datang, UU OJK harus dilakukan
penyesuaian agar ketentuan terkait perlindungan konsumen dapat diatur dan
dimasukkan dalam aturan setingkat Undang-Undang. Dan perlunya dibentuk sebuah
lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang khusus menangani satu lembaga keuangan
yang disebut Otoritas Jasa Keuangan Bank.

Kata Kunci: otoritas jasa keuangan;perlindungan konsumen;kepastian hukum; dan
keadilan konsumerisme.
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ABSTRACT

One of the goals of the establishment of the Financial Services A uthority in
Indonesia is to protect the interests of fianncial services Authority is very public trust
in the Financial Authority institutions must always be maintained with the protection
of financial service customers. In carrying out its regulatory and supervisory
functions, the Financial Services Authority is very dependent on the relevant
legislation and its implementing regulations. Therefore, public trust in the Financial
Services Authority institutions must always be maintained with the protection of
financial service consumers, especially banks, provided by the Financial Services
Authority Law.

This research will answer the question of whether the Financial Services Authority
Law provides protection with legal certainty and justice to customers, and how to
realize consumer protection with legal certainty in the future in order to support the
objectives of the Indonesia Financial Services Authority to protect consumer interest
based on Pancasila and the 1945 Constitution.

This type of research is normative law research or also known as library research,
with the form of research in the form of prescriptive research, which is to get
suggestions about what to do to solve certain problems.

Based on the research results, the provisions of the Financial Services Authority Law
related to the purpose of protecting the interests of consumers still encounter many
obstacles, because the Financial Services Authority Law has several weaknesses.
First, the Financial Services Authority Law has not become the main source of law
for consumer protection, thus giving rise to dualism of consumer protection laws.
Second, the OJK Law cannot be called an ideal law because it still has to be
synchronized with the provisions in the Banking Law and Indonesian Bank Act.
Third, the OJK Law is deemed not to meet legal needs in society because it has not
regulated: (1) electronic banking services (electronic banking), (ii) bank
responsibility for consumer losses due fo illegal acts by bank managers and/or
employees, (iii) how to settle consumer complaint and disputes with legal protection
to bank customers. (iv) the legal responsibility of the Financial Services Authority
itself is related if it is unable to provide legal protection to consumers of bank
financial services.

To realize consumer protection with legal certainty based on consumer justice in the

future, the OJK Law must be adjusted so that provisions related to consumer
protection can be included in regulations at the level of law. And it is necessary to
establish a Financial Services Authority institution that specifically handles a
financial institution called the Bank Financial Services Authority

Keywords: financial services authority; consumer protection; legal certainty; and
consumerism justice.
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